BAB 4
EVALUASI KEBIJAKAN AMDAL

4.1. METODOLOGI PENULISAN

Metode yang digunakan adalah dengan menerapkanden®A yang
berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu melalkmk wawancara mendalam
dengan pihak yang terkait dan memaparkan data telaly didapatkan sebagai
hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan untuk kemudilakukan proses
kajian sebagai upaya menghasilkan konsep kebijglkeembangunan tata ruang
kota Surakarta yang berbasis kelestarian lingkungan
4.1.1. Responden

Responden yang diambil dalam penelitian ini adaledng atau pihak-
pihak yang bekerja di lingkungan Dinas Tata Kotagd& Lingkungan Hidup dan
Bappeda Pemerintah Kota Surakarta selama kurunuvéakahun terakhir. Pihak
yang diambil dalam penelitian ini yaitu jajaran leselll dan IV di lapangan di
lingkungan Badan Lingkungan Hidup serta Dinas Tiatda Pemerintah Kota
Surakarta serta pihak yang melakukan pembangumaguban di kawasan Kota
Surakarta.

Dalam menyusun kuesioner, penulis menggunakanomegm yang
mempunyai keahlian untuk mengidentifikasikan falkektor yang terdapat dalam
pembangunan tata ruang kota yang berwawasan liggkurmiResponden ahli yang
menjadi sumber acuan penulis terdiri dari 5 pejgtEmnerintah terkait, yaitu
Kepala Seksi Perencanaan, dan Kepala Sub BidangeRéalian Pencemaran
Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup KotamaRarta. Kepala Sub
Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan, dan K8pal®8idang Penataan
Ruang dan Lingkungan pada Bappeda Kota Surakaetta epala Sub Bidang
Perencanaan dan Evaluasi Dinas Tata Kota Pemeringalrakarta.
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Untuk menganalisis dampak kebijakan pembangunawabveasan lingkungan
dilakukan survei di beberapa bangunan di kawasaa Earakarta yang masing-masing
mewakili sarana publik yang digunakan oleh masyarajaitu pusat perbelanjaan Solo
Grand Mal, pemukiman Solo Paragon, daerah indstmpung Batik Laweyan, rumah

sakit Panti Waluyo, daBolo Techno Park.

4.2 HASIL ANALISIS

Berdasarkan wawancara mendalam, kajian terhadanuk dan peraturan yang
berkaitan dengan penyusunan kajian AMDAL, sertasiarer yang diberikan kepada
pemrakarsa pembangunan maka dapat diketahui bagairpalaksanaan kebijakan
penyusunan AMDAL di Surakarta, dan dapat menentudq@akah pembangunan Kota
Surakarta telah mengacu pada kebijakan tersebut.

4.2.1. Substansi Regulasi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDALptur dalam Peraturan

Daerah Kota Surakarta No.2 Tahun 2006 tentang RPeiagian Lingkungan Hidup.
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan pgn8Suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidupg ydiperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan wsahaatau kegiatan. AMDAL
merupakan salah satu syarat yang harus dipenulggpea ruang di wilayah Kota
Surakarta sebagai upaya pengendalian dan pengeldiagkungan hidup akibat
pembangunan yang sedang berjalan.

AMDAL merupakan salah satu dokumen wajib yang hatilsksanakan oleh
setiap orang yang akan melakukan suatu kegiatdraysmag diperkirakan menimbulkan
dampak lingkungan hidup sesuai dengan RencanaRatag Wilayah (RTRW) Daerah
dalam rangka pengendalian lingkungan hidup. Seadanbkgi kegiatan usaha yang tidak
wajib AMDAL, seperti yang tertera dalam lampiranrd&aran Menteri Lingkungan
Hidup No.11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Udahaatau Kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan AMDAL, maka diwajibkan menyusupaya Kelola Lingkungan-
Upaya Pantau Lingkungan (UKL-UPL) sesuai RTRW Daer&emerintah dan

pemerintah daerah wajib membuat AMDAL untuk menkasti bahwa prinsip
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pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dentegrasi dalam kebijakan,

rencana dan program pembangunan pemerintah.

Dokumen AMDAL ataupun UKL-UPL yang telah ditetapkaenjadi persyaratan
untuk pengajuan dan penerbitan ijin mendirikan baag dan ijin usaha atau
operasional. Setiap rencana usaha dan atau kegiatem menyusun AMDAL wajib
melakukan pemberitahuan atau pengumuman kepada arakay, sesuai dengan

pedoman yang berlaku.
Dasar hukum pengaturan pelaksanaan AMDAL yaitu ;

1. Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangundurige

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 200@ntang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumbea Bay

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentardjsié1Mengenai Dampak
Lingkungan;

6. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang RgambaUrusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DadPabvinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentangeRdaan Kualitas Air
Dan Pengendalian Pencemaran Air;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentangeRdaan Kualitas Air
Dan Pengendalian Pencemaran Air;

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tak@@2 tentang
Pengambilan Air Bawah Tanah;

10.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11nTaf04 tentang Garis
Sempadan;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Dati Il Surakarta Nor8ofahun 1993 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat Il SuraRattan 1993 — 2013;
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12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat || Su@kéomor 4 Tahun 1995
tentang Rencana Umum Tata Ruang Hijau Kota (RUTRK#&tamadya Daerah
Tingkat Il Surakarta

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No NOMOR : 29/RRID06 Tentang
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 06/PRT/M/20@htdng Pedoman
Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan

15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 11 TAHUN 200@ntang Jenis
Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilepgk2engan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 24 TAHUN 2008ntang Panduan
Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Linglamglidup;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 86 Tahun 20@htang Pedoman
Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Opaya Pemantauan
Lingkungan Hidup
Dari berbagai dasar hukum yang mengatur tentangusenan dan pelaksanaan

kajian AMDAL di atas, dapat dinyatakan bahwa ketaja ini telah didukung oleh
peraturan-peraturan, baik yang diatur secara pymsaf) berupa Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah, maupun peraturan yang dieiapemerintah daerah berbentuk
Peraturan Daerah. Peraturan perundangan baik pumapun daerah tersebut saling
mendukung dalam penjabaran pelaksanaan kebijakaDAAMni dalam pembangunan
wilayah kota. Peraturan-peraturan tersebut saliegkalt dalam hal mengatur
pembangunan lingkungan yang berwawasan lingkungateerah dimana melibatkan
pemisahan kewenangan dan tanggung jawab pelakspeasrintahan pusat dan daerah,
serta kepentingan dalam pengelolaan dan perlindulirggkungan hidup secara nasional

yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan survei terhadap pelaksanaan kajianAAMIwakili oleh 5 (lima)
sampel bangunan kegiatan usaha. Dengan jumlah kgengeterbatas tersebut, hasilnya
tentu tidak sepenuhnya dapat menggambarkan penga@apenanggung jawab kegiatan

usaha. Namun demikian, hasil survei ini dapat n@njaasukan bagi pelaksanaan
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kebijakan pengendalian lingkungan hidup di KotaaRarta melalui pelaksanaan kajian

AMDAL dari kegiatan usaha yang dibangun dalam ruaigyah Kota Surakarta.

4.2.2. Hasil Survei

Setelah dilakukan pemahaman dan identifikasi t&pa kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, kegiatan selanjutrgaladn menyusun kuesioner sebagai
sarana untuk mendapatkan penilaian dari resporeitiadap faktor-faktor yang telah
dirumuskan dalam checklist RIA dari OECD.

a. Penilaian atas pernyataan pelaksanaan kebijak&eyi dskala 1-5. Dimana nilai
tersebut mempunyai arti:
- 1 sangat tidak setuju
- 2 tidak setuju
- 3 sedang / netral
- 4 setuju
- 5 sangat setuju
b. Penilaian terhadap kuesioner dilakukan dengan ngeegatkan tiap nilai dalam
kuesioner dengan jumlah responden yang ada dalamulkbailai persentase 100%
sampai dengan 20% (jumlah responden dalam peneiitib). Cara pengartian hasil
kuesioner ini harus disesuaikan dengan kalimatya¢man yang bersifat kalimat
positif maupun negatif. Arti nilai tersebut adalah:
- 100% sangat perlu dilakukan dalam kebijakan
- 80% perlu dilakukan dalam kebijakan
- 60% netral dilakukan dalam kebijakan
- 40% tidak perlu dilakukan dalam kebijakan
- 20% sangat tidak perlu dilakukan dalam kebijakan

Kuesioner persepsi responden yang berkaitan dgmgJaksanaan kebijakan yang
digunakan dalam penelitian ini, secara lengkap tdiphat pada lampiran.

Dari survei yang dilakukan melalui kuesioner kepbhdberapa pemrakarsa usaha
diperoleh gambaran mengenai persepsi respondeadtgtkebijakan penyusunan kajian
AMDAL sebagai berikut:
4.2.2.1. Eksistensi Kebijakan

Universitas Indonesia

Evaluasi atas kebijakan..., Carolina Vivien Christianti, FE Ul, 2010.



62

Penyusunan kajian AMDAL merupakan syarat mutlaki lpedaku usaha untuk
menperoleh ijin membangun dan ijin melakukan kegiaitsaha di wilayah Surakarta.
Berdasarkan hasil survei, kebijakan penyusunamkafAMDAL sudah cukup jelas,

konsisten, komprehensif dan tidak memberatkan &igu Selain itu peraturannya

mudah diakses dan mudah dilaksanakan oleh pelajkatia usaha.

Tabel 4.2.2.1.1
Persepsi Responden mengenai Keberadaan Kebijakan ADAL (dalam %)
Sangat | .
No. Pernyataan Tidak 'Sl'ldak Netral | Setuju Sangat
. etuju Setuju
Setuju
1 | Pedoman pelaksanaan Kajian
AMDAL cukup jelas, 20 80
konsisten dan komprehensif
2 | Kajian dan AMDAL sangat
mudah dilaksanakan 2 & 20
3 | Pedoman pengaturan Kajian
AMDAL mudah diakses oleh 40 20 40
masyarakat

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Keterbatasan sumber daya manusia di bidang penaeriagkungan hidup dan
banyaknya prosedur pengujian yang harus dibuatnddajian AMDAL membuat
perusahaan perlu mengeluarkan biaya yang tidakiset#in memerlukan waktu yang
relatif lama untuk memulai kegiatan usahanya. Keadai cukup memberatkan dan
dapat menghambat perusahaan untuk memperoleh gmbangun dan ijin usaha.
Pemrakarsa usaha mengharapkan adanya kemudaham malacari referensi instansi
yang kompeten dan akurat dalam melakukan kajian AM@ersebut, sehingga dapat
menghemat biaya dan waktu khusus untuk pembuatarDAM sampai dengan
penerbitan ijin usaha diharapkan dapat dipercegat #dak membatasi ruang gerak

usaha mereka.

Tabel 4.2.2.1.2
Persepsi Responden Mengenai Kebijakan AMDAL Sebag&8yarat Mendapatkan
ljin Usaha (dalam %)

Sangat | .

No. Pernyataan Tidak T'da.k Netral | Setuju Sangat
Setui Setuju Setuju
etuju

1 | Analisis Mengenai Dampak 20 80

Lingkungan (AMDAL) dalam
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pengurusan ijin membangun
dan usaha cukup
memberatkan perusahaan
saudara
2 | Kebijakan pelaksanaan
AMDAL membatasi 60 40
perusahaan untuk melakukan
kegiatan usaha
3 | Dengan melaksanakan
AMDAL akan memperlancar
60 40
ijin  membangun dan usah
perusahaan saudara

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.2.2 Prosedur Pelaksanaan Kebijakan

Prosedur atau persyaratan pembuatan kajian AMDAdh gdihak yang akan
melakukan pembangunan di kawasan kota Surakadihabdahwa setiap kegiatan usaha
/ kegiatan yang akan mendirikan bangunan dan / atan melaksanakan kegiatan di
wilayah kota Surakarta wajib meminta rekomendaknite lingkungan melalui Badan
Lingkungan Hidup (BLH) kota Surakarta. SelanjutnBaH akan meneliti apakah
kegiatan pihak yang bersangkutan masuk skala usahji: AMDAL, Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantairgkiungan (UKL-UPL) Hidup,
atau hanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkuf8faRL). Setelah ditentukan skala
usahanya maka pemrakarsa wajib menyusun kajiakungan hidup sesuai ketentuan

peraturan yang ada.

Setelah pemrakarsa bangunan atau kegiatan memajiat kngkungan hidup
dan disetujui dengan diterbitkannya persetujuanoReidasi AMDAL oleh Walikota,
atau persetujuan dalam bentuk rekomendasi UKL-URay SPPL oleh Kepala BLH
kota Surakarta, maka pemrakarsa wajib memenutenkedn kesepakatan tentang
standar pengelolaan lingkungan yang wajib dilakkanasebagaiman tercatum dalam
rekomendasi dan wajib melaporkannya kepada BLHKaua@minimal 2 kali setahun.

Jika rekomendasi berbentuk AMDAL maka laporannydardabentuk RKL
(Rencana Kelola Lingkungan) - RPL (Rencana Pemantalingkungan) dan jika
rekomendasinya UKL-UPL maka laporannya dalam befdpkran pelaksanaan UKL-

UPL. Disamping hal tersebut, BLH Surakarta melakukgangawasan lapangan secara
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rutin yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Limggn Hidup Daerah (PPLHD)

yang di Surat Keputusan penugasannya langsun§\tdikota Surakarta.

Kajian lingkungan hidup yang berbentuk rekomendddDAL harus disusun
dalam waktu 30-60 (tiga puluh — enam puluh) harjekéergantung banyak komponen
lingkungan yang terkena dampak sehingga menentukedalaman analisisnya,
kecepatan pemrakarsa memberikan/merespon masukanparbaikan dokumen. Untuk
bentuk rekomendasi UKL-UPL lama penyusunannya madsil4 hari kerja sejak
formulir jawaban isian penyusunan UKL-UPL diterinia tidak diperlukan perbaikan

dokumen.

Berikut ini adalah alur penilaian kajian AMDAL yangakukan melalui beberapa

tahapan pengujian dokumen:

Universitas Indonesia

Evaluasi atas kebijakan..., Carolina Vivien Christianti, FE Ul, 2010.



65

: .T-"E:LIE_AZ-CAEA. ]%
¥

Doluman HA-ATDAT. area
ANCAL, RXEL, RFL dan FE

1EFL
ADRINISTRAST
[Eunakar format

Sasual PRrsVErATAL
Adrrirdstraci’

@D

dadam ampiran
Wl

Samua dangan RTREW
Masional, Provinsi dan
Habupatan / Xota?

Trsaha dang atad
Soegiatian cedang
dan/atau telah
dilasculcar komskrakosd
AT ATai oheras
dan; atss pasca

pm————

DI EUGALITAS
lpunakan formas
dalamm lampiran

i Ladoakan ujhl onsistenc
3. Lakuikarn wjl lahanssan
2, Laloulcar wid eadaluman

- Eakulkan wji relersnsi

WIIE nteke 1E
Eonsisterst]

Blasakarn
ek

Cokumsn SeEimad

dangar panayarasan
matu dolumesn

doboEraTy.

Fancams usaia
dan atae kagmatan
diserakcaci atad layaik

npgkungan DT

Eampiran K XKecapakatan
HEA-ATIDAD astacs SEC
Halaoraioan Limgkermarn

Gambar 4.2.2.2 Tahapan Penilaian Dokumen AMDAL
Sumber: Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hida@2# Tahun 2009 tentang Panduan
Penilaian Dokumen Analisis Mengenanipak Lingkungan Hidup

Tabel 4.2.2.2
Persepsi Responden terhadap Prosedur Pelaksanaani{@kan AMDAL (dalam
%)
Sangat | .
No. Pernyataan Tidak T'da.k Netral | Setuju Sangat
Setuju Setuju Setuju
1 | Masalah pelaksanaan
penyusunan kajian AMDAL
mempersulit atau menghambat 20 40 40
perusahaan untuk memperoleh
ijin membangun dan usaha

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan
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4.2.2.3 Publikasi Dan Manfaat Kebijakan

Berdasarkan hasil survei persepsi responden daramcare dengan beberapa
pihak terkait terhadap hasil kajian AMDAL yang telditerbitkan, 2 dari 5 responden
menyatakan bahwa hasil kajian AMDAL belum dapatediyeh dengan mudah oleh
khalayak umum, karena pihak pemerintah sendiriktideelakukan publikasi secara
umum. Pihak pemrakarsa merasa bahwa kajian tersebuipakan dokumen rahasia
yang berkaitan dengan kelangsungan usahanya, waao@reka menyadari bahwa
dengan adanya kajian tersebut akan membantu paarsaintuk mengidentifikasikan
dampak kegiatan usaha mereka terhadap lingkundatarseselain itu, kajian AMDAL
tidak hanya menguntungkan pihak masyarakat darkudmgan sekitar tempat kegiatan
usaha, namun menguntungkan juga bagi pemrakardainHkarena kajian AMDAL
menjadi suatu komitmen bagi perusahaan terhadagefmaan dampak pencemaran
lingkungan yang akan terjadi telah dapat diperigkam lebih dahulu untuk mencegah
kerugian lingkungan lebih besar lagi di masa datang

Tabel 4.2.2.3.1

Persepsi Responden terhadap Publikasi dan Manfa#tebijakan AMDAL
dalam %)

Sangat | .
No. Pernyataan Tidak i Netral | Setuju Sangat
Setuju

Setuju SEle

1 | Hasil kajian AMDAL dapat
diperoleh dengan mudah oleh
masyarakat (dipublikasikan
secara umum)

40 40 20

2 | Dengan adanya AMDAL,
membantu perusahaan untuk 80 20
mengidentifikasi dampak

usaha terhadap lingkungan

3 | Pengusaha memperoleh
keuntungan dengan adanya
kajian AMDAL, yang berupa
komitmen perusahaan dalgam
pencegahan dampak 80 20
lingkungan yang telah dapgat
diperhitungkan untuk
mencegah kerugian lingkungan
yang lebih besar (tidak
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[ [terukun) | | | | | |
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Dalam proses penyusunan AMDAL, para pemrakarsh tedkerjasama dengan
masyarakat di sekitar lingkungan kegiatan usahagale cara memaparkan kegiatan
usaha yang akan dilakukan dan dampak yang akarsil#tdra dari kegiatan produksi
usaha tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai sadisiaisi antara pengusaha dan
masyarakat yang nantinya akan merasakan dampakufiggn secara langsung dari
kegiatan usaha yang akan dilakukan. Dengan demikiasyarakat dapat memberikan
saran dan masukan tentang hal-hal apa saja yaagksgd dilakukan oleh pengusaha,
dan memantau dampak lingkungan yang akan terjadi.

Tabel 4.2.2.3.2

Persepsi Responden terhadap Peran Masyarakat dan bgak atas
Kebijakan AMDAL bagi Pembangunan Usaha (dalam %)

No.

Pernyataan

Sangat
Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

1 | Sebelum AMDAL ditetapkan
dan disetujui oleh pemerintah,
semua pihak (masyarakat,ahli
bangunan dan tata ruang, pakar
lingkungan) memiliki
kesempatan yang berimbang
untuk menyampaikan
aspirasinya
2 | Pengaturan pedoman AMDAL
diperlukan untuk menjaga
keseimbangan lingkungan
hidup dari dampal
pembangunan usaha

80 20

80 20

Secara keseluruhan, kebijakan penyusunan kajian AMIzagi pemrakarsa yang
akan melakukan pembangunan usaha di wilayah Kotak&ua harus disesuaikan
dengan RTRW daerah Kota Surakarta. Pihak pemrakaegd menyusun kajian
AMDAL tersebut untuk mencegah dampak pencemaragklingan di wilayah Kota
Surakarta. Persyaratan ini tidak mengurangi matipasirakarsa untuk tetap melakukan
pembangunan usaha dan malah mereka merasa hatnmbenkan kepastian usaha bagi
mereka ke depannya.

Tabel 4.2.2.3.3
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Persepsi Responden terhadap Motivasi dan Kepastian
Usaha dengan Adanya Kebijakan AMDAL (dalam %)

68

No.

Pernyataan

Sangat
Tidak

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

Setuju

1 | Kebijakan
AMDAL
dampak

penyusunan
mencegal
pencemaran
lingkungan mengurang
motivasi pengusah
(pemrakarsa) untuk melakukan
pembangunan usaha

untuk

20 80

D =

2 | Masa berlaku ijin lingkungan
(setelah AMDAL disetujui
memberikan kepastian
berusaha 1

60 40

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.2.4 Biaya Pelaksanaan Kebijakan

Sebagian besar responden menyatakan bahwa biaylBattam yang perlu
disediakan untuk melakukan kajian AMDAL maupGorporate Social Responsibility
(CSR) untuk mempertahankan kualitas lingkungantaelkiegiatan usaha. Pengaturan
kajian AMDAL dirasakan pengusaha juga akan mengirpendapatan dan keuntungan
perusahaan karena mereka harus menyediakan andgmusus untuk melakukan kajian
AMDAL sebagai syarat mendapatkan ijin usaha malgagara periodik untuk menjaga
kelangsungan kegiatan usaha. Namun demikian teriepa adanya penambahan biaya
tersebut, pemrakarsa merasa tidak keberatan karantat dari adanya kajian ini lebih
besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkaanfdét tersebut tidak hanya
berpengaruh secara material, namun juga dalam aangnjaga kelangsungan usaha

kedepan dan untuk menjaga kualitas lingkungan hidereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tetamgélelaan Lingkungan
Hidup, seluruh biaya proses penyusunan dokumenkukéjian lingkungan hidup,
termasuk biaya rapat dan honor tim penilai AMDALtadggung seluruhnya oleh
pemrakarsa, namun dengan keluarnya Undang-UndangpiN82 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ebi@pat dan honor tim penilai
AMDAL dan tim teknis harus dianggarkan dalam APB@an pemrakarsa hanya

membiayai dokumen AMDAL yang mereka susun.
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Tabel 4.2.2.4
Persepsi Responden terhadap Biaya Tambahan atasdrlakunya Kebijakan
AMDAL (dalam %)

Sangat | .
No. Pernyataan Tidak T'da.k
Setuju

Setuju

Sangat

Netral | Setuju Setuju

1 Pengaturan kebijakan AMDAL
sebagai syarat membangun
usaha,akan mengurangi
pendapatan pengusaha karéna
perusahaan harus menyisihkan
dana untuk dampak lingkungan
dari usaha yang dilaksanakan
(CSR)

20 80

2 Pengaturan kajian AMDAL
menurunkan keuntungan usaha 40 60
perusahaan

3 Kebijakan ~AMDAL lebih
menguntungkan pihak
masyarakat dan lingkungan.
Sedangkan pengusaha akan
menjadi lebih terbebani dengJan
biaya untuk  pelaksanaan
AMDAL dan biaya lingkungar
di masa datang (CSR)

=]

20 40 40

4 | Biaya pembuatan AMDAL
ditanggung oleh perusahaan 60 20 20
saudara

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.2.5 Pengaturan Kebijakan

Oleh karena kebijakan kajian AMDAL ini mempunyaing@ak secara mikro
maupun makro bagi pemrakarsa, masyarakat, mauminaba ruang suatu daerah, maka
diperlukan suatu pengaturan pelaksanaan yang telikasikan dengan baik oleh
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pembangdnaiota maupun daerah
merupakan bagian yang sangat mendukung bagi pemnbamgnasional. Selain itu,
masalah dampak lingkungan hidup menjadi hal yashaktidapat dipisahkan dari setiap
pembangunan yang sedang dilaksanakan dan terksidila di wilayah daerah maupun

nasional.
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Tabel 4.2.2.5
Persepsi Responden terhadap Wewenang Pengaturan i{@kan
AMDAL dalam Pembangunan (dalam %)

Sangat | .
No. Pernyataan Tidak Tidak Netral | Setuju

Setuju Setuju

Sangat
Setuju

1 | Pengaturan pelaksanaan
AMDAL sebaiknya diatur oleh 60 40
pemerintah pusat

2 | Pengaturan pelaksanaan
AMDAL sebaiknya diatur oleh 80 20
pemerintah daerah

3 | Pengaturan pelaksanaan
AMDAL sebaiknya diatur oleh
pemerintah pusat dan daefah

S i 20 80
dengan koordinasi yang bajk
untuk menjaga kualitas kajian
AMDAL

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan
4.2.2.6 Kebijakan AMDAL Sebagai Sarana Mencapai Twan Pembangunan

Berwawasan Lingkungan

Kebijakan kajian AMDAL di Kota Surakarta menjadilaa satu alat yang
digunakan pemerintah daerah untuk mengendalikanpaienpencemaran lingkungan
sebagai hasil pembangunan yang dilaksanakan. Kehijani juga diyakini oleh
pemrakarsa sebagai sarana untuk mencapai tujudmapgoman berwawasan lingkungan
hidup di sekitar wilayah Kota Surakarta. Apabilatsupembangunan kawasan kegiatan
usaha tidak diatur dengan adanya persyaratanrgiRungan terlebih dahulu, maka akan
banyak timbul pembangunan liar yang tidak mengikdahRTRW daerah Kota
Surakarta sehingga mengakibatkan penurunan kudiitgkungan hidup bagi wilayah
dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.imialidak sesuai dengan konsep
pembangunan yang berkelanjutan dimana faktor lingko menjadi hal yang perlu
untuk dilestarikan agar selalu memiliki daya dukdiag daya tampung bagi pelaksanaan
pembangunan di suatu daerah.

Tabel 4.2.2.6.1
Persepsi Responden terhadap Kebijakan AMDAL sebag&arana
Mencapai Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (tm %)

Sangat | Tidak Sangat

No. Pernyataan Tidak | Setuju Netral | Setuju Setuju
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Kebijakan kajian AMDAL

menjadi syarat mutlak dalam

pelaksanaan pembangunan

berwawasan lingkungan hidup

40

60

Jika pembangunan kawasan

usaha tidak diatur dengan ij

lingkungan, maka akan
berdampak terhadap
penurunan kualitas lingkungan

hidup bagi masyarakat

60

40

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Kajian AMDAL selain bermanfaat bagi pemrakarsa kntoemperhitungkan

dampak lingkungan hidup bagi masyarakat dan wilaghitarnya, juga bermanfaat bagi

pemerintah daerah sebagai dasar pengawasan daelgleag dalam menjaga kualitas

keseimbangan lingkungan. Pada akhirnya disadasvéddtebijakan penyusunan kajian

AMDAL diyakini dapat meningkatkan kualitas pembango kegiatan usaha dalam

menjaga lingkungan hidup di wilayah Kota Surakas&ébagai dampak pembangunan

yang terus dilaksanakan, yang bertujuan bagi Ketgan masyarakat wilayah Kota

Surakarta.

Tabel 4.2.2.6.2

Persepsi Responden terhadap Kebijakan AMDAL sebag&arana
Menjaga Kualitas Lingkungan Hidu

Suatu Daerah (dabm %)

No.

Pernyataan

Sangat
Tidak
Setuju

Tidak
Setuju

Netral

Setuju

Sangat
Setuju

Selain sebagai dokumen kajign

dalam memperhitungka
dampak lingkungan hidup da

n
I

pembangunan usaha Yyang

dilakukan, kajian AMDAL

juga bermanfaat bagi
masyarakat dan pemerintah

daerah untuk menjaga kualitas

keseimbangan lingkungan

60

40

Kajian AMDAL dapat

meningkatkan kualitas

100

Universitas Indonesia

Evaluasi atas kebijakan..., Carolina Vivien Christianti, FE Ul, 2010.



72

pembangunan usaha dalam
menjaga dampak lingkungan

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

4.2.3. RIA Checklist

Tahapan analisis RIA dilakukan dengan menggunakankiist pertanyaan yang
direkomendasikan oleh OECD. Analisis kebijakan pedadengan melakukan wawancara
terhadap ahli yang diyakini menguasai permasaldladam pembuatan kebijakan kajian
lingkungan hidup dalam pembangunan tata ruang Botakarta serta dengan melakukan
telaah terhadap dokumen pembangunan yang ada. iResp@dalah para pelaksana
pembangunan kawasan di kota Surakarta yang harleksasakan kajian lingkungan
hidup, diminta masukan pada penelitian ini untukndag@atkan gambaran yang nyata
tentang pelaksanaan kebijakan, dan hal-hal yanghnimasus dilakukan dalam rangka
pencapaian tujuan pembangunan tata ruang yang Wweaskan lingkungan dalam

rencana pembangunan kawasan di Kota Surakarta.

Hasil survei, kajian literatur beserta wawancaradaéam yang dilakukan kepada
pihak terkait digunakan untuk menjawab pertanyaamapyaan dan menganalisis
kebijakan sesuai dengan yang terdapat dalam ckeniditode RIA sebagai berikut:

4.2.3.1. Definisi Masalah

Kebijakan penyusunan kajian AMDAL yang diatur dalBeraturan Daerah Kota
Surakarta No.2 Tahun 2006 ini disusun berdasarl@mdiki bahwa Kota Surakarta
menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidapg ymeliputi pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dalamaskelsar, menengah dan kecil,
rusaknya sumber air dan ruang terbuka hijau yanggaiebatkan menurunnya daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat armagn kelangsungan hidup
manusia serta makhluk hidup lainnya. Sehingga dapgperlu untuk mengatasi
permasalahan tersebut dengan melakukan pengenditigkungan hidup secara
komprehensif, taat asas dan terpadu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nol2unT&2006 tentang
Pengelolaan Lingkungan hidup tersebut, pengat@natarnig penyusunan kajian AMDAL
berkaitan dengan upaya untuk mencegah dampak ggrhagjkungan yang ditimbulkan
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karena adanya kegiatan usaha. Kajian AMDAL ini jugerupakan persyaratan untuk
memperoleh ijin mendirikan bangunan dan ijin usstgtu pembangunan kegiatan usaha
di wilayah Kota Surakarta. Pengaturan kebijakan telah sesuai dengan Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006.

Seiiring dengan timbulnya permasalahan-permasaléihgkungan hidup yang
dihadapi Kota Surakarta, kebijakan penyusunanka#@ie DAL dapat digunakan sebagai
pedoman aturan untuk mengatasi dan mengendalikacepgran lingkungan di Kota
Surakarta, seperti pencemaran udara oleh emidgas), meningkatnya jumlah sampah
komunal dan limbah cair domestik, rendahnya kuamtdan kualitas air tanah akibat
eksploitasi pembangunan, masih kurangnya ruangukarbhijau, dan rendahnya
kepedulian masyarakat akan hak dan kewajibannyardapaya pengelolaan lingkungan.
Kebijakan ini dapat memaksimalkan fungsi pemerintdalam mengendalikan
pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ratakarta

Penyusunan kerangka acuan dan kajian AMDAL yangkdkan oleh
penanggung jawab kegiatan usaha diakui banyaksditelkan oleh konsultan lingkungan
hidup. Di Surakarta sendiri, pihak pemerintah ketdama ini bekerja sama dengan
bagian studi lingkungan Universitas Sebelas Maweal&rta untuk menyusun beberapa
kajian AMDAL untuk pembangunan kegiatan usaha diayeh Surakarta. Namun
demikian, institusi ini belum dapat melakukan pé@l yang lebih mendalam
dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yahgdia bidang pencemaran
lingkungan hidup dan keterbatasan dibidang labdratoatau alat-alat penelitian untuk
mengukur kadar pencemaran lingkungan dan mengelalapak pencemaran yang
terjadi. Oleh karena itu dalam prakteknya selamamereka juga memungkinkan
menggunakan konsultan dari luar wilayah Surakamtakumengerjakan kajian AMDAL
ini.

Kesesuaian pelaksanaan dalam persyaratan untuk engetp ijin membangun
dan usaha harus dikoordinasikan dengan baik depiaek-pihak instansi yang terkait,
dalam hal ini Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Badagkungan Hidup. Dengan
tahapan-tahapan perijinan yang telah diatur séstantuan yang berlaku secara umum
dalam pendirian suatu kegiatan usaha, ada bebgral@ku kegiatan usaha yang

melakukan pemotongan prosedur untuk mendapatkamgmbangun dan usaha secara
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cepat tanpa membuat kajian lingkungan hidup tdrletahulu, baik yang berbentuk
AMDAL maupun UKL-UPL. Bahkan terdapat penanggunwgh usaha yang tidak
melalukan AMDAL untuk kegiatan usahanya yang teukasategori wajib AMDAL,
melainkan hanya membuat UKL-UPL, artinya hal imiaki sesuai dengan persyaratan

jenis usaha yang wajib menyusun AMDAL.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Badan Lingkuktidap, pengawasan
dan pemantauan belum dilaksanakan secara maksesahisdengan ketentuan yang
berlaku. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Rl daerah selama ini tidak
berjalan karena tidak ada anggaran yang disedis¢eara khusus dalam APBD, namun
honor para pengawas lingkungan ini berdasarkan padz# Keputusan Walikota sebagai
dasar pelaksanaan tugas mereka. Sehingga pemrakargaseharusnya memberikan
laporan secara periodik setiap 6 bulan sekali @RISL dan RPL tidak dapat dimonitor
dengan baik. Namun untuk kegiatan pemantauan dnzan, para petugas masih tetap
dapat melaksanakannya.
4.2.3.2. Justifikasi Kajian AMDAL sebagai tindakan pemerintah untuk mengatas

masalah

Kebijakan penyusunan kajian AMDAL bagi pemrakar&mitan usaha yang
diatur dalam Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2¥)lfagai pedoman pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kota Sur@kamerupakan justifikasi
pemerintah untuk mengatasi permasalahan dampatuliggn hidup dari pembangunan
yang ada. Pencemaran lingkungan sebagai hasil gbdembangunan yang tidak dapat
dihindarkan yaitu polusi udara, pencemaran air dmtan air tanah, sampabh, kebisingan
membuat pemerintah harus mengambil langkah untukncegah, mengurangi
pencemaran yang terjadi akibat pembangunan, sertgapuran ini juga dilaksanakan
dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas lingkanhidup di wilayah Kota
Surakarta agar tetap nyaman untuk dihuni dan mekamekesejahteraan bagi warga
masyarakat.

Tindakan pemerintah selain untuk mengatur pemrakéegiatan usaha yang
merupakan penghasil pencemaran lingkungan terbpsearerintah kota Surakarta juga
melakukan beberapa program kegiatan yang bertupmmgembangkan kesadaran dan

ketrampilan masyarakat dalam mengelola limbahndjkiingan sekitar mereka, seperti
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mengelola sampah kering menjadi humus yang bergseldagai pupuk, serta
mengajarkan ketrampilan pembuatan sumur resapataatiah tempat tinggal mereka
untuk memperbaiki saluran air dan mencegah teryadanjir. Selain itu dengan adanya
kebijakan AMDAL ini, pemerintah juga dituntut untukapat mengeluarkan Standar
Lingkungan Hidup Daerah secara periodik kepada arakgt sebagai stakeholder,
dengan tujuan agar masyarakat mengetahui kondisiimgkungan dan dapat ikut

memantau perkembangunan pembangunan lingkungam de&gpat lebih berperan serta
dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di wilaiafa Surakarta.

Namun diluar seluruh peraturan dan program kegigaag telah ditetapkan oleh

pemerintah tersebut, terdapat beberapa permasaldhlam pelaksanaan kebijakan
sebagaimana yang telah disampaikan diatas, sektagkggmampuan masyarakat dalam

mengelola limbah secara mandiri.
4.2.3.3 Penyusunan Kajian AMDAL merupakan tindakan pemerintah yang terbaik

Sejak diberlakukannya peraturan ini, kebijakanypsonan kajian AMDAL bagi
pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan usalb@akean tindakan pemerintah yang
terbaik untuk mengendalikan pencemaran lingkungangyterjadi sebagai dampak
pembangunan. Kajian ini memberikan komitmen kepadsyarakat dan pemerintah
daerah bahwa adanya pembangunan kegiatan usahadifakgkan oleh pemrakarsa
telah diidentifikasi dan dihitung sesuai kapasgasiuksi yang akan dilakukan serta telah
dibuat suatu usaha untuk mengelola dampak pencergargy dihasilkan sehingga tidak
membahayakan lingkungan masyarakat dan tidak megggakualitas lingkungan hidup
di wilayah Kota Surakarta. Masyarakatpun dapat iknemantau pelaksanaan
pembangunan sesuai dengan informasi dalam kajiag yalah disusun agar tidak
menimbulkan kerugian di kedua belah pihak.

Sebelum adanya kebijakan ini, pelaksanaan pembangtata ruang cenderung
tidak terkendali, karena hanya mengedepankan fumgsigunan dan kebutuhan
masyarakat saja tanpa memperhatikan kelayakan diagang lingkungan dan dampak

pencemaran yang dihasilkan dari pembangunan.

Dengan adanya kebijakan ini, pembangunan Kota k8tea tidak hanya

bertumbuh secara fisik dan pelayanan, namun juganpeehatikan kelestarian
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lingkungan hidup di wilayah tata ruang Kota Surékaebagai bagian dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasagkulihgan untuk menjamin
menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidoprg® masa kini dan generasi

masa depan (Perda Pemkot Surakarta No.2, 2006).
4.2.3.4. Dasar Hukum Penyusunan Kajian AMDAL.

Terdapat dasar hukum tentang kebijakan penyusukajan AMDAL,
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya diataguRer Daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Kota Surakarta telah mengacu kepadaupsmapemerintah pusat dan
peraturan kementrian lingkungan hidup yang terlaitigan kewenangan pembangunan

daerah dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2.3.5. Ingtitusi Penerbit Kebijakan Kajian AMDAL

Peraturan penyusunan AMDAL yang ditetapkan olemgretah kota Surakarta
dalam Perda No.2 Tahun 2006 dalam rangka mengangetolaan lingkungan hidup
merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Noa®om 1999 tentang AMDAL dan
telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negargktingan Hidup No.17 Tahun 2001.
Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kotak&tiwa membuat kebijakan yang
mewajibkan jenis kegiatan usaha yang sesuai dekgi@nia dalam Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 untuk rasog kajian AMDAL sebagai
syarat untuk mendapatkan ijin pembangunan usaldajiah ruang kota Surakarta.

Dalam pelaksanaan penilaian kajian AMDAL ini, gets penilai AMDAL yang
berbentuk Komisi AMDAL terdiri dari beberapa pihadari kalangan pemerintah,
akademisi, pemerhati lingkungan dan masyarakatig@etpenilai dalam komisi AMDAL
yang berasal dari pemerintah tersebut harus merséitifikasi penilai AMDAL dengan
kualifikasi tertentu untuk dapat duduk sebagai at@im penilai, dimana sertifikasi ini
dilakukan oleh pemerintah pusat melalui propingehCkarena itu, institusi yang terkait
dengan penyusunan kajian AMDAL ini tidak hanya npakan tugas pemerintah daerah
namun juga membutuhkan pendampingan teknis dari epetah pusat untuk

mengakomodasi hal-hal teknis yang masih diperlukaimgkat pemerintah daerah.
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Sejauh ini wewenang pemerintah daerah kota Sueakaebagai institusi terdekat
dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah K&warakarta sudah tepat karena
pengelolaan ini disesuaikan dengan RTRW daerah Kotakarta. Namun demikian
masih perlu dibutuhkan berbagai dukungan teknis pgamerintah pusat mengenai
pelaksanaan penilaian maupun pengawasan kajian AMEatena adanya keterbatasan
teknis maupun sumber daya. Oleh karena itu sesrajath persepsi responden dalam
survey, diperlukan koordinasi pengaturan yang lbatiara pemerintah pusat dan daerah
dalam pelaksanaan AMDAL.

Pengaturan teknis yang dapat dilakukan oleh petaéri pusat yang dapat
dipertimbangkan yaitu: (i) mengadakan pengembahkgpasitas sumber daya manusia di
pemerintah kota Surakarta untuk memperbanyak pilakg dapat memperoleh
sertifikasi sebagai tim penilai AMDAL, (ii) melakak koordinasi antara pemerintah
pusat dan daerah dalam rangka menyusun statusutiggk hidup daerah, (iii)
mengadakan laboratorium lingkungan di suatu wilagabagai sarana analisis dan
pengendalian kualitas lingkungan suatu daerah yiagukan oleh pemerintah daerah

dengan pendampingan dan pengawasan dari pemepugah
4.2.3.6. Manfaat Kebijakan Penyusunan Kajian AMDAL terhadap hiayanya

Manfaat penyusunan kajian AMDAL ini adalah adatigdakan pencegahan baik
dari pihak pemrakarsa kegiatan usaha maupun pémmgbagi masyarakat sekitar
lingkungan usaha, dan bagi pemerintah daerah tdrgema umumnya bahwa hasil
limbah dari kegiatan usaha tersebut sudah dapaerdifikasi dan akan dikelola agar
tidak mencemari lingkungan hidup. Dengan adanyaaikaini, dapat diperhitungkan
biaya-biaya secara material untuk mengelola limbas$il produksi serta biaya dampak
sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat dakuingan, dibandingkan jika tidak
adanya kebijakan kajian AMDAL ini yang akan berpsielebih besar merugikan
perusahaan, masyarakat dan lingkungan karena dapgmakemaran yang lebih tidak

terukur, serta dapat menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan hasil survei, meskipun beberapa pemsaknerasa bahwa mereka
harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukaraka&MDAL yang akan mengurangi
pendapatan dan keuntungan usaha mereka, namunamaegasa tidak keberatan dan
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mengurangi motivasi pemrakarsa untuk melakukan ausktereka menyadari dengan
kebijakan kajian AMDAL ini mereka juga akan mempelokeuntungan secara secara
immaterial serta membantu pemerintah dalam menjaga dan nkenkag kualitas

lingkungan dalam pembangunan suatu daerah.
4.2.3.7. Transparansi distribusi efek ke masyarakat

Dalam hal penyusunan kajian AMDAL salah satu pilyakg terkena dampak
dari pembangunan kegiatan usaha ini adalah masytastakekitar lingkungan usaha dan
daerah tersebut. Bagi masyarakat, dengan adanigen KejyiDAL mereka dampak turut
serta dalam mengajukan aspirasi masyarakat mendamgak yang akan dihasilkan dari
proses produksi atau kegiatan pembangunan yankuklda dalam penyusunan kajian
AMDAL, selain itu masyarakat juga dapat memintatgegygungjawaban dari pihak
pemrakarsa dalam hal pencemaran limbah yang ddbasitlari kegiatan produksi.
Masyarakat juga dapat masuk dalam tim penilai kafiIDAL dalam Komisi AMDAL
yang mewakili pihak masyarakat.

Adanya kebijakan ini dan peran serta masyarakag yrbuka luas, maka
masyarakat akan secara langsung dapat memperoleitukgan dengan terjaganya
kualitas lingkungan hidup di sekitar tempat tinggareka sehingga kehidupan mereka
tetap dapat nyaman dan sehat. Selain itu masygraje@atiapat memperoleh kesempatan
untuk memantau perkembangan kualitas lingkunganphidengan mendasarkan pada
kajjan AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa, untuk gemdalikan pencemaran

lingkungan yang ditimbulkan.

Namun demikian masih terdapat masalah yang tindal&m distribusi efek
kebijakan ini bagi masyarakat, dimana apabila d&npemcemaran yang timbul ternyata
diluar perhitungan dalam kajian AMDAL, maka mas¥ateakan memperoleh efek yang
merugikan dan perlu sarana untuk melakukan tuntudgas terjadinya hal ini.
Berdasarkan survei yang terjadi, kondisi sepertmenimbulkan konflik yang seringkali
dapat merugikan masyarakat karena mengakibatkganggunya kualitas lingkungan
hidup mereka, oleh karena itu dalam peraturan &k ini diatur suatu peradilan

khusus untuk menyelesaikan sengketa tersebut, selaga ini berdasarkan wawancara
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dapat diselesaikan dengan ganti rugi material kepadhsyarakat dan kompensasi

rehabilitasi lingkungan yang rusak.

4.2.3.8 Kebijakan Penyusunan Kajian AMDAL sudah cukup jelas, komprehensif dan
mudah didapat

Berdasarkan survei dan wawancara dengan pihak Bhtdrmasi mengenai
peraturan penyusunan kajian AMDAL ini sudah cuketag, komprehensif dan mudah
diperoleh oleh para pemrakarsa kegiatan yang aldakokan pembangunan di wilayah
kota Surakarta. Mereka dapat memperoleh persyacgagan mudah di BLH setelah
mereka memperoleh ijin lokasi usaha dari BappedsmbAa terdapat pertanyaan atau
memerlukan pendampingan teknis, pihak BLH memberikantuan sesuai dengan

kapasitasnya.

Dalam pelaksanaannya terdapat masalah tentang akssgarakat dalam
memperoleh informasi mengenai dokumen kajian AMDABNg dilakukan oleh
pemrakarsa kegiatan usaha. Berdasarkan pengatakgakian ini, dokumen AMDAL
merupakan dokumen umum yang harus dipublikasikankukepentingan bersama tapi
berdasarkan survei, para responden menyatakan lziwa dapat mengakses dokumen
tersebut dengan mudah, sehingga kadangkala tramspanformasi AMDAL belum
didapatkan oleh masyarakat. Menurut pihak pemdrintemang belum terdapat sarana
publikasi resmi mengenai kajian AMDAL yang diaks#eh masyarakat umum, oleh
karena masyarakat menemui kesulitan dalam mempeds& ini, selama ini mereka
hanya turut serta dalam diskusi pada saat penynskei@angka acuan AMDAL saja,
namun hasil kajian AMDAL masih sulit untuk diperolenasyarakat. Oleh karena itu
sebaiknya perlu diatur sarana untuk memudahkarsakssyarakat terhadap informasi
kajian AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintamtuk memfasilitasi informasi

mengenai dampak lingkungan antara pemrakarsa dengsyarakat.
4.2.3.9. Kesempatan untuk merepresentasikan pandangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak tergaisdrvey terhadap responden
diketahu bahwa masyarakat, dan semua pihak yakgittetiberikan keleluasaan dan

mempunyai kesempatan yang berimbang untuk bermema dalam merepresentasikan

Universitas Indonesia

Evaluasi atas kebijakan..., Carolina Vivien Christianti, FE Ul, 2010.



80

pandangannya dalan penyusunan kajian AMDAL dalamgka pembangunan kegiatan
usaha. Namun demikian, dalam peraturan ini pedeftiisikan lebih khusus mengenai
persyaratan pihak-pihak terkait yang dapat ikuttasedalam merepresentasikan
pandangannya dalam proses penyusunan kajian ithiinH@erlu diperhatikan untuk
menghindari penyalahgunaan kepentingan golongaenter kompetensi pihak-pihak
terkait terhadap masalah yang dikaji, serta difrariaya persyaratan khusus bagi pihak-
pihak yang melakukan kajian seperti perlunya skasi dibidang tertentu. Sehingga
dalam kajian tersebut didapatkan suatu pandangaraisdengan fakta yang mewakili
pihak-pihak terkait sesuai dengan kompetensi masiagjng yang dapat diandalkan dan
bermanfaat bagi semua pihak.

4.2.3.10. Bagaimana compliance dapat dicapai?

Kajian AMDAL merupakan kewajiban pemrakarsa yankamna melakukan
kegiatan usaha yang akan menghasilkan dampak imggguhgan hidup. Penyusunan
kajian ini merupakan persyaratan bagi pemrakarsakumendapatkan ijin mendirikan
bangunan (IMB), dan ijin usaha. Sesuai dengan pematpengawasan seharusnya, pihak
pemrakarsa membuat laporan perkembangan usahg detibulan sekali kepada
pemerintah, namun karena prosedur ini belum diledsan di Kota Surakarta oleh
karena itu, pengawasan yang dilakukan saat ini dlahypemantauan lapangan secara
periodik.

Berdasarkan hasil survei, meskipun kebijakan iamibebani mereka secara biaya
dan waktu, namun pemrakarsa sebagian besar titigk seelakukan shortcut dengan
tidak melakukan kajian AMDAL dalam memperoleh ijusaha. Selama ini mereka
menilai bahwa proses pemberian ijin membangun @garusaha telah berjalan cukup
transparan. Meskipun demikian pada prakteknya patdéeberapa pemrakarsa yang
melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi keavajifn dan langsung mengurus
IMB untuk memperoleh ijin usaha dengan alsan katadan waktu dan biaya, hal ini
terjadi dimungkinkan karena kurangnya koordinadiamen badan dan dinas terkait di

pemerintah kota Surakarta.
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Tabel 4.2.3
Persepsi Responden terhadap Pelanggaran ProseduM®AL dalam
Memperoleh ljin Usaha (dalam %)

No. MDsuPernyataan Sangat | Tidak | Netral | Setuju | Sangat
Tidak | Setuju Setuju
Setuju

1 | Pengaturan kajian AMDAL
sebagai syarat membangun
usaha, mendorong pengusaha 60 40
untuk  melakukan shortcut
dalam memperoleh perijingn
usaha

2 | Dengan melakukan AMDAL,
pemberian ijin membangun dan 20 60 20
usaha telah berjalan dengan

cukup transparan ’a

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan

Menurut wawancara dengan pihak BLH, apabila dik&taérjadi pelanggaran
yang dilakukan oleh pemrakarsa bangunan, maka isadksinistratif yang diberikan
adalah pencabutan ijin usaha kegiatan meskipunlwebga dilakukan mekanisme
peringatan seperti yang telah diuraikan sebelumrBanerapan pengawasan dan
pemantauan seperti yang telah diatur dalam kelmjakia namun karena keterbatasan
dari pihak pemerintah, membuat pelaksanaan pengawedak berjalan sesuai dengan
ketentuan dikarenakan prosedur birokrasi angg&amantauan yang telak dilaksanakan
sebagai sarana monitoring fisik, hendaknya akaim letmprehensif lagi bila dilakukan
dengan pengawasan melalui prosedur pelaporan denrgikarsa dijalankan secara
periodik, sehingga kepatuhan para pelaku usahadephdampak lingkungan tidak hanya
dapat dilihat secara fisik namun juga dapat diarsalebih lanjut untuk kepentingan yang
lebih luas yaitu dalam rangka menjaga keseimbadgarkualitas lingkungan di wilayah

Kota Surakarta.
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